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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Keban Agung,
Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten Oku Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan Teknik
pengumpulan data gabungan kemudian analisis data bersifat induktif sehingga menjadikan hasil generalisasi. Hasil
pembahasan yang peneliti dapatkan yaitu Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Keban Agung belum sepenuhnya
mampu menjalankan fungsinya dalam pengawasan pembangunan infrastruktur jembatan. Kurangnya keaktifan
anggota BPD dan pemahaman masyarakat terhadap peran BPD menjadi hambatan utama. Saran yang diberikan adalah
perlu peningkatan pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dan PERDA No. 03 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Saran tambahan untuk
peningkatan kinerja BPD adalah memaksimalkan pelatihan yang diberikan kepada Ketua BPD dan anggotanya agar
mereka lebih memahami tugas pokok dan fungsinya. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti pengawasan
pembangunan, manajemen aspirasi masyarakat, serta peran BPD dalam pembangunan desa secara keseluruhan. Dengan
demikian, diharapkan BPD dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai perwakilan masyarakat dalam
mengawasi pembangunan dan menyalurkan aspirasi.
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Pendahuluan

Desa memegang peran yang sangat penting dalam pemerintahan Indonesia. Sebagai
ujung tombak, desa langsung menyentuh kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Meskipun
sering dianggap sebagai rantai yang terlemah, desa memiliki kewenangan yang diatur oleh
Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 untuk mengatur urusan
pemerintahan lokal. Pengakuan terhadap hak asal usul dan tradisi desa juga menunjukkan
pentingnya desa sebagai wadah yang melindungi dan menghormati kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun desa seringkali terabaikan atau memiliki sumber daya yang terbatas,
pengakuan akan peran strategis desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
lokal sangat penting. Dengan memberikan dukungan yang tepat, desa memiliki potensi
untuk menjadi motor penggerak kemajuan bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu,
pemerintah perlu memberikan perhatian dan dukungan yang memadai kepada desa agar
dapat berperan secara optimal dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lokal
(Oroh, 2019).

Dalam pembangunan desa, melibatkan masyarakat sangat penting. Dengan
melibatkan mereka, rencana pembangunan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan dan
keinginan mereka. Ini juga membuat masyarakat merasa memiliki proses pembangunan
dan lebih mungkin mendukungnya. Jadi, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait
untuk mendengarkan dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan
pembangunan desa (Rohmadin, 2022). Pada dasarnya, struktur pemerintahan desa yang
melibatkan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pertimbangan Desa (BPD) adalah
wujud dari prinsip otonomi desa. Kepala desa memimpin pemerintahan desa dengan
mengacu pada pedoman yang telah disepakati bersama BPD, yang merupakan wakil
masyarakat desa. BPD memiliki peran sentral dalam memastikan partisipasi masyarakat
dalam proses pembangunan desa. Dengan menampung dan mengarahkan aspirasi
masyarakat, termasuk dalam perencanaan pembangunan, BPD memastikan bahwa rencana
pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat secara
efektif. Hal ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan
memajukan desa mereka secara bersama-samabersama-sama (Natabaya, 2020).

Penelitian ini berfokus pada Desa Keban Agung, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten
Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun mirip dengan penelitian sebelumnya
yang mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan
pembangunan, terdapat perbedaan dalam teori, sampel, lokasi, dan waktu penelitian.
Pengawasan memiliki peran kunci dalam manajemen untuk mencapai tujuan, karena dapat
mencegah penyimpangan dan memungkinkan koreksi yang tepat waktu. Namun, fungsi
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pengawasan ini terkait erat dengan fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan,
pengorganisasian, dan pelaksanaan, sesuai dengan teori yang diuraikan oleh Smith. Selain
itu, menurut Purnomo, BPD memiliki peran penting dalam pemerintahan desa sebagai
pendamping pemerintah desa yang setara dengan Perbekel, sehingga menjadi unsur
penting dalam pembentukan desa. Ini menegaskan bahwa BPD tidak hanya mendukung
kinerja pemerintah desa, tetapi juga berkontribusi dalam proses pembentukan dan
pengambilan keputusan di tingkat desa.

Sementara itu, menurut Supriyatna (Rauf, 2015:245), tujuan utama negara-negara
berkembang adalah memiliki komitmen terhadap pembangunan. Meskipun pembangunan
dapat berbeda dalam prinsip, hakikat, tujuan, strategi, kebijakan, dan program, komitmen
terhadap pembangunan tetap menjadi fokus utama.

Dalam konteks penelitian ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peran
kunci dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, membahas dan menyetujui rencana
pembangunan desa bersama Perbekel, serta mengawasi kinerja Perbekel. Teori yang
dirujuk (Morrisan, Andy Corry W, dan Farid Hamid U, 2018) mungkin membahas aspek-
aspek terkait dengan pembangunan dan pengelolaan sumber daya dalam konteks
pembangunan di negara-negara berkembang. Ini menegaskan pentingnya peran BPD
dalam memastikan partisipasi masyarakat dan pengawasan yang efektif terhadap
pelaksanaan rencana pembangunan desa.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mendalaminya makna
individu atau kelompok terkait masalah sosial. Data primer dikumpulkan melalui
wawancara dan observasi, sementara data sekunder berasal dari berbagai sumber seperti
catatan perkuliahan, buku, undang-undang, pendapat ahli, dan penelusuran online. Proses
pengumpulan data interaktif melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis
data dilakukan dengan menggunakan proses coding untuk mengidentifikasi tema-tema
yang akan dianalisis. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk laporan kualitatif,
yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu yang diteliti berdasarkan
perspektif individu atau kelompok yang terlibat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk
memahami konteks sosial, nilai, dan persepsi yang terkait dengan topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Dari informasi yang diberikan, terlihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Keban Agung memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan pembangunan
infrastruktur jembatan di desa tersebut. Pengawasan ini merupakan fungsi manajemen vital
untuk memastikan bahwa proyek pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan
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anggaran yang telah ditetapkan. BPD tidak hanya bertugas sebagai pengawas, tetapi juga
sebagai panitia khusus yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut,
sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Surat keputusan tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan BPD dalam
memastikan kelancaran dan efektivitas pengawasan pembangunan infrastruktur jembatan
desa. BPD bertanggung jawab untuk memonitor progres pembangunan, memeriksa
kepatuhan terhadap standar teknis dan kualitas konstruksi, serta menindaklanjuti
perbaikan atau koreksi jika ada penyimpangan atau masalah yang timbul selama proses
pembangunan. Anggota BPD terlibat dalam susunan kepanitiaan khusus, dengan peran
sebagai Ketua Panitia, Sekretaris Panitia, dan Anggota Panitia. Keterlibatan ini
menunjukkan bahwa BPD memiliki peran aktif dalam proses pengawasan dan tanggung
jawab langsung terhadap kelancaran pembangunan jembatan.

Dengan pengawasan yang efektif dan partisipasi aktif BPD, diharapkan
pembangunan jembatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,
sehingga masyarakat desa dapat memperoleh manfaat infrastruktur yang berkualitas dan
meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Kerjasama antara pemerintah
desa, BPD, dan masyarakat sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang
berkelanjutan dan kesejahteraan bersama.

Peran BPD dalam pengawasan peraturan desa dan kinerja pemerintah desa sangat
terlihat, bertanggung jawab untuk mengawasi segala tindakan pemerintah desa dengan
tujuan untuk mencegah penyimpangan dari peraturan desa yang telah ditetapkan.
Beberapa cara yang dilakukan oleh BPD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan desa meliputi:

1. Mengawasi seluruh tindakan yang dilakukan oleh pelaksanaan peraturan desa.

2. Memberikan teguran secara kekeluargaan jika terjadi penyelewengan.

3. Mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD sebagai langkah
pertama penindakan.

4. Memberikan sanksi atau peringatan sesuai dengan peraturan yang telah diatur,
termasuk melaporkan kepada Camat atau Bupati jika diperlukan.

Selain itu, BPD juga bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ini dilakukan dengan memantau semua
pemasukan dan pengeluaran kas desa serta memantau secara rutin penggunaan dana
swadaya untuk pembangunan desa. Peran BPD sebagai pengawas dituntut untuk lebih
profesional dan memahami sistem pemerintahan dan organisasi dalam desa tersebut.

Dalam konteks kelembagaan, BPD dianggap sebagai lembaga legislatif pada tingkat
pemerintahan desa, sedangkan pemerintah desa dianggap sebagai lembaga eksekutif. Hal
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ini menciptakan checks and balances yang penting dalam menjaga keseimbangan
kekuasaan dan mewujudkan kesejahteraan desa. Dengan demikian, BPD memiliki peran
penting dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, sesuai dengan
amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ini mencakup pembahasan
dan penyepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja
Kepala Desa.

Selain itu, BPD juga bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ini dilakukan dengan memantau semua
pemasukan dan pengeluaran kas desa serta memantau secara rutin penggunaan dana
swadaya untuk pembangunan desa. Peran BPD sebagai pengawas dituntut untuk lebih
profesional dan memahami sistem pemerintahan dan organisasi dalam desa tersebut.
Sistem pengawasan yang diterapkan oleh BPD Keban Agung terdiri dari tiga tahap:

1. Pengawasan Pendahuluan: Dilakukan sebelum pelaksanaan proyek dimulai melalui
pembahasan dan penetapan rencana pembangunan desa dalam forum musyawarah
desa.

2. Pengawasan Pelaksanaan: Berlangsung saat proyek pembangunan sedang berjalan,
di mana BPD memantau pelaksanaan proyek, memeriksa kepatuhan terhadap
standar teknis, dan menindaklanjuti masalah yang muncul.

3. Pengawasan Pasca Pelaksanaan: Dilakukan setelah proyek selesai untuk
mengevaluasi hasil pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur yang dibangun.
Melalui sistem ini, BPD bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan

proyek, penggunaan dana yang tepat, dan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Penerapan sistem pengawasan ini juga memperlihatkan komitmen BPD dalam memastikan
pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan.

Namun, terdapat beberapa temuan terkait pelaksanaan fungsi BPD yang perlu
diperhatikan lebih lanjut. Salah satunya adalah dalam proses evaluasi yang masih sebatas
menerima laporan dari pemerintah desa, tanpa melakukan pertanggungjawaban yang
mendalam. Selain itu, perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang peran dan fungsi BPD. Koordinasi antara BPD dan pemerintah desa
juga perlu ditingkatkan dalam penyusunan rencana pembangunan untuk mencapai tujuan
pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat secara lebih efektif dan efisien.

Dengan melakukan perbaikan dalam area ini, diharapkan pelaksanaan perencanaan
dan pembangunan di Desa Keban Agung dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan
kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sangat penting.
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Gambar 1.1 Infrastruktur Jembatan di Desa Keban Agung
Sumber: Data Penulis
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Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

Sistem pengawasan BPD dalam pembangunan infrastruktur desa menegaskan peran
sejajar dengan Pemerintah Desa, namun implementasinya belum optimal.

Peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa sangat penting, namun masih
terdapat tantangan dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Meskipun fungsi BPD sudah diatur dalam undang-undang, kurangnya keaktifan
anggota dan pemahaman masyarakat menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.
Diperlukan langkah-langkah perbaikan, seperti peningkatan pemahaman anggota
BPD dan keterlibatan masyarakat, serta penyediaan program pemberdayaan untuk
memperkuat kapasitas BPD dalam melayani masyarakat desa secara efektif.

Saran untuk meningkatkan kinerja BPD

Pemerintah daerah perlu meningkatkan pemahaman anggota BPD tentang tugas dan
fungsi.

Berikan pelatihan maksimal kepada ketua dan anggota BPD.

BPD harus terus melakukan pengawasan pembangunan.

Ketua BPD perlu tegas dan memberikan sanksi kepada anggota yang tidak aktif.
BPD sebaiknya memiliki kantor sendiri untuk meningkatkan independensi dan
efisiensi.
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